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 Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 

(SDM PBJ), serta merumuskan strategi dan kebijakan yang dapat diambil 

untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ.  Metode yang 

digunakan pada penelitian ini meliputi kajian literatur, FGD (Focus Group 

Discussion),  analisis pemangku kepentingan, analisis Faktor Internal dan 

Faktor Eksternal, dilanjutkan dengan analisis SWOT (Strengths Weaknesses 

Opportunities Threats) dan alternatif kebijakan. Strategi pengembangan 

dirumuskan dengan menggunakan matriks QSPM, dan peyusunan program 

kerja dengan menggunakan metode analisa Blue Ocean Strategy. Strategi 

tersebut meliputi penyusunan rencana, aturan/kebijakan dan program/roadmap 

pengembangan SDM PBJ, penguatan kerjasama pemangku kepentingan 

terkait dalam pengembangan SDM, kaji ulang standar kompetensi kerja 

bidang PBJ, penyusunan  dan pelaksanaan program pelatihan berbasis 

kompetensi, meningkatan sosialisasi dan promosi program pelatihan ke 

perusahaan swasta (khususnya industri), memperkuat infrastruktur 

pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi profesi, serta penguatan eksistensi 

Asosiasi Profesi Bidang PBJ, juga program monitoring/pengawasan, evaluasi 

dan pengembangan program penguatan SDM. Strategi tersebut selanjutnya 

dipetakan dalam program kerja selama empat tahun kedepan. Harapannya 

dengan berbagai strategi dan program kerja, pengembangan kualifikasi dan 

kompetensi SDM PBJ dapat ditingkatkan dalam rangka mendukung 

peningkatan  efisiensi produksi dan daya saing produk Indonesia. 
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1. PENDAHULUAN 

Penumbuhan dan pengembangan industri dalam negeri telah menjadi fokus utama dalam 

upaya penguatan ekonomi suatu negara. Dalam konteks tersebut, pengembangan industri domestik 

menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Salah satu faktor 

kunci yang menentukan daya saing industri nasional adalah efisiensi dalam produksi, yang erat 

kaitannya dengan pasokan bahan baku yang memadai. Pasokan bahan baku yang optimal, meliputi 

kualitas yang baik, harga yang kompetitif, dan pengiriman yang tepat waktu, menjadi krusial dalam 

menentukan keberhasilan sebuah industri. Kualitas bahan baku yang prima akan menciptakan produk 
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akhir yang unggul dan diminati di pasaran. Harga yang bersaing memungkinkan produk tersebut 

tetap kompetitif di tengah persaingan global. Sementara itu, pengiriman yang tepat waktu 

memastikan kelancaran produksi dan keberlanjutan pasokan produk di pasar. 

Dalam memenuhi pasokan bahan baku yang berkualitas dan efisien, sumber daya manusia 

dalam bidang pengadaan (procurement) menjadi sangat penting. Aktivitas pengadaan bahan baku 

menjadi landasan bagi kesuksesan sebuah industri. Proses pengadaan yang efektif dan efisien sangat 

bergantung pada kemampuan dan kompetensi dari tim pengadaan.  Kesiapan kompetensi sumber 

daya manusia (SDM) dalam pengadaan barang dan jasa menjadi faktor penentu dalam menjamin 

kelancaran proses pengadaan. Kompetensi SDM mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan 

akan pasar, keahlian negosiasi, pemahaman akan kebijakan pengadaan, dan kemampuan manajerial 

dalam mengelola rantai pasok, dan lain sebagainya.  

Keberhasilan dalam mengelola pengadaan bahan baku akan menciptakan lingkungan yang 

mendukung produktivitas dan inovasi dalam industri. Sumber daya manusia yang kompeten akan 

mampu mengidentifikasi kebutuhan bahan baku dengan tepat, melakukan negosiasi yang 

menguntungkan, serta memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas.  Dengan 

demikian, investasi dalam pengembangan kompetensi SDM dalam pengadaan barang dan jasa 

menjadi sangat penting bagi industri dalam negeri untuk mempertahankan dan meningkatkan daya 

saing produk Indonesia. Komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM dalam hal ini akan 

memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan industri dan ekonomi nasional secara 

keseluruhan. 

Namun demikian, ternyata masih banyak permasalahan yang terjadi pada kondisi SDM 

pengadaan barang jasa, seperti masih terbatasnya jumlah tenaga pengadaan barang dan jasa yang 

berkualifikasi, belum tercukupinya pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait dengan tugas dan 

tanggung jawab SDM pengadaan,  kurangnya pemahaman akan konsep pengadaan yang efektif, dan 

lain sebagainya, dapat menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya dengan 

baik.  Korupsi dan praktik nepotisme juga masih menjadi permasalahan dalam pengadaan barang dan 

jasa di Indonesia. Selain itu kesadaran akan pentingnya etika dalam pengadaan barang dan jasa juga 

masih rendah yang dapat menyebabkan praktik-praktik yang tidak etis dalam proses 

pengadaan. Selain itu juga tentang praktik pengadaan yang berkelanjutan (sustainability 

procurement) masih kurang dipertimbangkan. Berikutnya masih rendahnya soft competence pada 

tenaga pengadaan seperti dalam hal bernegosiasi dan menjalin kerjasama yang baik dan saling 

menguntungkan dengan pihak vendor dan pihak eksternal yang dapat menghambat efektivitas dan 

efisiensi proses pengadaan.  Terkait dengan perkembangan teknologi dan inovasi yang mendukung 

proses pengadaan, masih banyak tenaga pengadaan yang belum memanfaatkannya akibat kurangnya 

akses, kebijakan dari organisasinya yang belum mendukung maupun rendahnya kemampuan dari 

SDMnya sendiri.  

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk industri dalam negeri di Indonesia, 

maka perlu dirumuskan kebijakan tepat yang dapat mendorong peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi tenaga pengadaan barang jasa di berbagai perusahaan khususnya bidang Industri, 

sehingga diperoleh produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing yang dapat memberikan 

keuntungan bagi semua pemangku kepentingan secara adil, serta memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi pertumbuhan perekonomian dalam negeri. 

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualifikasi dan kompetensi tenaga pengadaan barang dan jasa dan untuk merumuskan 

strategi dan kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ. 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam peningkatan kualitas SDM Pengadaan di Indonesia, dapat meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa yang akan mendukung efisiensi system produksi 

dan daya saing produk Indonesia, diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkeadilan bagi 

semua pemangku kepentingan untuk kesejahteraan bersama. 
 

2. METODE PENELITIAN  

Dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia terdapat 

beberapa alat analisis yang dapat digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut [7], [43], [13] :  
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1) Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja: mengidentifikasi kebutuhan kualifikasi dan keterampilan 

yang dibutuhkan oleh pasar kerja, serta memahami kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa 

depan. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia dapat dirumuskan secara lebih terarah 

dan efektif  [28]. 

2) Analisis Biaya-Manfaat: membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari berbagai 

program pengembangan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan biaya yang 

dikeluarkan dan manfaat yang dihasilkan. Kebijakan dapat dirumuskan untuk mengalokasikan 

sumber daya dengan lebih bijaksana [38], [6]. 

3) Analisis Kebijakan Alternatif: mengidentifikasi berbagai opsi kebijakan yang dapat diambil 

untuk mencapai tujuan pengembangan sumber daya manusia. Dengan mempertimbangkan 

berbagai pendekatan dan strategi, kebijakan yang paling efektif dan sesuai dengan konteks lokal 

dapat dipilih [32], [1]. 

4) Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis): membantu dalam mengidentifikasi 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia, serta kepentingan, 

kekuatan, dan keterbatasan mereka. Dengan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif 

dalam proses perumusan kebijakan, dapat dipastikan dukungan dan keberhasilan implementasi 

kebijakan tersebut [18], [2], [23]. 

5) Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): membantu dalam memahami 

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) dari sistem pendidikan dan pelatihan yang 

ada, serta peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi dalam pengembangan 

sumber daya manusia. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi 

pengembangan yang efektif [44],  [21], [29]. 

Adapun pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang kumpulkan dari 

beberapa pakar yang dilakukan melalui FGD (Focus Group Discussion), maupun data sekunder dari 

berbagai studi literatur terkait permasalahan SDM Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia dan 

laporan dari berbagai pemangku kepentingan, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan alat analisis : SWOT. Analisis data dengan menggunakan metode SWOT dilakukan 

dengan menyusun Matriks Faktor Internal/Internal Factors Evaluation (IFE) Matrix dan Matriks 

Faktor Eksternal/Eksternal Factors Evaluation (EFE) Matrix (David, 2006) dengan 

mempertimbangkan analisis kebutuhan tenaga kerja, analisis pemangku kepentingan, dan  analisis 

kebijakan alternatif.  Langkah selanjutnya adalah penyusunan Matriks Internal Eksternal (IE) yang 

dikembangkan dari model General Electric (GE-Model), untuk melihat pemilihan strategi dan 

kebijakan pengembangan SDM PBJ yang sesuai  dan sistematis [9]. Selanjutnya rumusan kebijakan 

yang dihasilkan dianalisis kembali meliputi hubungan antara tindakan kebijakan, implementasi 

kebijakan, dan dampak kebijakan yang dihasilkan [27], [8], serta efektivitas kebijakan [5]. Setelah 

diperoleh rumusan kebijakan selanjutnya adalah menyusun matriks QSPM untuk dapat melihat 

alternatif strategi yang diprioritaskan. 

Setelah fase analisa SWOT dan QSPM, langkah selanjutnya adalah peyusunan program kerja 

dengan menggunakan metode analisa Blue Ocean Strategy. Pada Blue Ocean Strategy, tidak semua 

strategi  digunakan. Strategi yang digunakan hanya langkah/strategi yang dianggap cocok untuk 

menindak lanjuti analisa QSPM yang telah dilakukan, meliputi strategi: hapuskan, tingkatkan, 

kurangi, dan ciptakan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1.  Analisis Internal 

Berdasarkan data-data literatur terkait kinerja SDM pengadaan barang dan jasa yang 

dikumpulkan dan hasil FGD, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis menggunakan 

metode dengan tahapan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian metode. Tabel 1 menunjukkan 

Faktor internal SDM PBJ yang mempengaruhi kinerja SDM PBJ, sedangkan Tabel 2 menunjukkan 

Matriks IFE SDM PBJ yang memperlihatkan hasil pengolahan data besaranya pengaruh dan respon 

terhadap faktor internal SDM PBJ. 
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Tabel 1. Faktor Internal SDM PBJ 

No Faktor Internal dan Penelitian Sebelumnya 

1 Ketersediaan berbagai program pengembangan kompetensi maupun pendidikan dan pelatihan 

SDM PBJ untuk pengembangan kualifikasi dan keterampilan [20], [31]. 

2 Perencanaan dan pengendalian kinerja SDM PBJ [20]. 

3 Pengawasan dan penerapan hukum pelanggaran kinerja SDM [30], [36.] 

4 Ada tidaknya praktek KKN pada PBJ [30]. 

5 Kesesuaian kompetensi SDM PBJ dengan standar kompetensi yang dibutuhkan/ ditetapkan/ 

sertifikasi [20], [26], [11], [34], [14]. 

6 Ketersediaan jumlah SDM PBJ [16]. 

7 Kemampuan koordinasi dan kerjasama antar satuan kerja [16]. 

8 Ketersediaan teknologi PBJ [45]. 

9 Sikap mental SDM PBJ [45]. 

10 Struktur birokrasi [45].dan budaya organisasi. 

11 Kemampuan dan kompetensi penyedia barang dan jasa [31]. 

12 Pengembangan jenjang karir SDM PBJ [41]. 

13 Penguasaan SDM PBJ terhadap teknologi informasi [39]. 

14 Ketersediaan standar kompetensi SDM PBJ yang lengkap, efektif, efisien [20]. 

15 Motivasi dan kepuasan kerja. 

16 Keterlibatan dan dukungan manajemen. 

17 Kebijakan dan prosedur pengadaan barang jasa. 

18 Kepemimpinan : Visi, misi, tujuan, integritas, motivasi, dll. 

 

Tabel 2. Matriks IFE SDM PBJ 

No Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan 

1 Tersedianya berbagai program pengembangan kompetensi maupun 

pendidikan dan pelatihan SDM PBJ. 

0,0327 

 
4 0,1308 

Kelemahan 

1 Perencanaan dan pengendalian yang belum optimal terhadap 

kinerja SDM PBJ. 
0,0557 1 0,0557 

2 Pengawasan dan penerapan hukum yang kurang terhadap 

pelanggaran kinerja SDM. 
0,0606 1 0,0606 

3 Adanya praktek KKN pada PBJ. 0,0606 1 0,0606 

4 Belum sesuainya kompetensi SDM PBJ dengan standar 

kompetensi yang dibutuhkan/ ditetapkan/sertifikasi. 0,0835 1 0,0835 

5 Jumlah SDM belum mendukung pelaksanaan program kerja PBJ. 0,0287 2 0,0574 

6 Koordinasi dan kerjasama yang belum optimal antar satuan kerja. 0,0373 2 0,0746 

7 Ketersediaan teknologi yang belum memadai. 0,0295 2 0,059 

8 Sikap mental SDM PBJ yang belum memenuhi standar kompetensi 

yang dibutuhkan/ ditetapkan. 
0,057 1 0,0570 

9 Struktur birokrasi yang belum efektif. 0,0522 2 0,1044 

10 Kurangnya kemampuan dan kompetensi penyedia BJ. 0,0405 2 0,0810 

11 Kurang jelasnya pengembangan jenjang karir SDM PBJ. 0,0618 1 0,0618 

12 Penguasaan SDM terhadap teknologi informasi belum memadai. 0,0479 2 0,0958 

13 Belum tersedianya standar kompetensi SDM PBJ yang lengkap, 

efektif, dan efisien. 
0,0908 1 0,0908 

14 Motivasi dan kepuasan kerja. 0,0476 2 0,0952 

15 Keterlibatan dan dukungan manajemen. 0,0659 2 0,1318 

16 Kebijakan dan prosedur pengadaan barang jasa. 0,0814 1 0,0814 

17 Kepemimpinan : Visi, misi, tujuan, integritas, motivasi, dll. 0,0663 2 0,1326 

JUMLAH 1,000   1,514 

 

 

 

3.2.  Analisis Eksternal 
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Tabel 3 menunjukkan Faktor Eksternal SDM PBJ, sedangkan Tabel 4 Matriks EFE SDM 

PBJ memperlihatkan hasil pengolahan data dan analisis besarnya pengaruh dan respon terhadap 

faktor eksternal SDM PBJ. 
 

Tabel 3. Faktor Eksternal SDM PBJ 

No Faktor Eksternal dan Penelitian Sebelumnya 

1 Ketersediaan teknologi blockchain untuk meningkatkan kinerja SDM [3], [4]. 

2 Akses publik terhadap informasi [46]. 

3 Ketersediaan hukum peraturan tentang kinerja SDM PBJ yang [46]. 

4 Pengaruh kompetensi SDM PBJ terhadap kualitas PBJ [42], [25], [35]. 

5 Pengaruh kebijakan pengadaan hijau dan berkelanjutan terhadap pengembangan kompetensi 

SDM PBJ [33]  [40]. 

6 Pengaruh penerapan manajemen perubahan di instansi terhadap kinerja SDM PBJ [31], [12]. 

7 Dukungan manajemen [22]. 

8 Pengaruh desain kontrak terhadap kinerja SDM PBJ [10]. 

9 Pengaruh proses pengadaan (secara elektronik) terhadap kinerja SDM PBJ [47], [15], [17]. 

10 Intervensi pemegang kepentingan [20], [24]. 

11 

 

Ketidakstabilan politik dan ekonomi  Indonesia dalam menjaga kontinuitas program 

pengembangan kompetensi SDM pengadaan. 

12 Perubahan Regulasi dan Kebijakan dapat menciptakan ketidakpastian bagi SDM pengadaan. 

13 Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan teknologi, perubahan teknologi menuntut SDM 

meningkatkan kompetensi. 

14 Persaingan global dalam pengadaan barang dan jasa (professionalism, kualifikasi dan 

pengalaman SDM negara lain yang lebih baik). 

15 Kurangnya  kualifikasi dan keterampilan SDM dalam pengadaan barang dan jasa.  

16 Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan pengadaan barang dan jasa. 

17 Tingkat korupsi yang tinggi dan praktik nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. 

 

Berdasarkan hasil analisis IFE dan EFE, diperoleh total skor IFE sebesar 1,514 dan total skor 

EFE sebesar 2,350, dapat dilihat pada Gambar 1 Matriks IE SDM PBJ. Pada Matriks IE posisi berada 

pada kuadran VI dimana faktor internal tergolong rendah (weak), sedang skor eksternalnya 

dikategorikan medium.  Pada kondisi ini organisasi gagal memanfaatkan peluang eksternal, 

meminimalkan ancaman eksternal, manfaatkan kekuatan internal, dan mengatasi kelemahan internal. 

Strategi yang dapat diambil adalah Rentrenchment/ Divestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Matriks IE SDM PBJ 
 

Tabel 4. Matriks EFE SDM PBJ 

No Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

Peluang 

1 Adanya teknologi blockchain untuk meningkatkan kinerja SDM. 0,0191 3 0,0573 

2 Terbukanya akses publik terhadap informasi. 0,0673 3 0,2019 

3 Tersedianya hukum peraturan tentang kinerja SDM PBJ. 0,0738 4 0,2952 
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4 Adanya pengaruh yang signifikan pada kompetensi SDM PBJ 

terhadap kualitas PBJ. 
0,0891 4 0,3564 

5 Kebijakan pengadaan hijau yang berpengaruh terhadap 

pengembangan kompetensi SDM PBJ. 
0,033 3 0,099 

6 Penerapan manajemen perubahan di instansi yang berpengaruh 

pada kinerja SDM PBJ. 
0,0334 3 0,1002 

7 Dukungan manajemen terhadap pengembangan kinerja SDM 

PBJ. 
0,0556 4 0,2224 

8 Desain kontrak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SDM 

PBJ. 
0,0313 3 0,0939 

9 Pengaruh prositif proses pengadaan (secara elektronik) terhadap 

kinerja SDM PBJ. 

 

0,0491 4 0,1964 

Tantangan 

1 Adanya intervensi stakeholder terhadap kinerja SDM. 0,0412 2 0,0824 

2 Ketidakstabilan politik dan ekonomi  Indonesia dalam menjaga 

kontinuitas program pengembangan kompetensi SDM 

pengadaan. 

0,0463 2 0,0926 

3 Perubahan Regulasi dan Kebijakan dapat menciptakan 

ketidakpastian bagi SDM pengadaan. 
0,0487 2 0,0974 

4 Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan perubahan 

teknologi menuntut SDM meningkatkan kompetensi. 
0,0887 1 0,0887 

5 Persaingan global dalam pengadaan barang dan jasa 

(professionalism, kualifikasi dan pengalaman SDM negara lain 

yang lebih baik). 

0,0457 2 0,0914 

6 Kurangnya  kualifikasi dan keterampilan SDM dalam pengadaan 

barang dan jasa. 
0,0906 1 0,0906 

7 Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan 

pengadaan barang dan jasa. 
0,1213 1 0,1213 

8 Tingkat korupsi yang tinggi dan praktik nepotisme dalam 

pengadaan barang dan jasa. 

 

0,0657 1 0,0657 

 Total Skor matriks EFE 1,00     2,350 

 

3.3.  Analisis Strategi Pengembangan SDM Pengadaan dengan Metode Analisis  SWOT  

Analisis SWOT dilakukan dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari matriks IFE 

dan EFE. Empat strategi utama yang disarankan yaitu strategi S-O (Strength-Opportunities), W-O 

(Weakness-Opportunities), S-T (Strength-Threats) dan W-T (Weakness-Threats). Pertimbangan 

alternatif strategi dirumuskan berdasarkan situasi yang digambarkan oleh matriks IFE dan EFE. 

Setiap faktor dikaitkan sehingga membentuk alternatif strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman terhadap pengembangan SDM PBJ. Keunggulan dari penggunaan model ini 

adalah mudah memformulasikan strategi berdasarkan gabungan faktor eksternal dan internal. Tabel 

5 Alternatif strategi SWOT memperlihatkan alternatif strategi berdasarkan pada kondisi baik internal 

maupun eksternal kinerja SDM PBJ. 
Tabel 5. Alternatif Strategi SWOT 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (S)  

Tersedianya program pengembangan 

kompetensi, pendidikan dan pelatihan 

SDM PBJ (Peta Okupasi bidang PBJ) 

 

Kelemahan (W)  

1. Perencanaan dan pengendalian kinerja 

SDM belum optimal  

2. Pengawasan penerapan hukum  

3. Praktek KKN pada PBJ 

4. Belum sesuai kompetensi SDM  

5. Jumlah SDM belum mendukung  

6. Koordinasi & kerjasama  

7. Ketersediaan teknologi informasi  

8. Sikap mental SDM PBJ. 

9. Struktur birokrasi belum efektif 

10. Kompetensi penyedia BJ 

11. Pengembangan karir  kurang jelas   

12. Penguasaan IT belum memadai, 
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Faktor Eksternal 

13. Standar kompetensi SDM belum 

tersedia dengan lengkap 

14. Motivasi&kepuasan kerja rendah 

15. Dukungan manajemen tdk menentu 

16. Kebijakan & prosedur PBJ  

17. Kepemimpinan  

 

Peluang (O) 

1. Adanya teknologi blockchain 

untuk meningkatkan kinerja SDM 

2. Terbukanya akses publik 

terhadap informasi 

3. Tersedianya hukum peraturan 

tentang kinerja SDM PBJ 

4. Pengaruh signifikan kompetensi 

SDM terhadap kualitas PBJ 

5. Kebijakan Green Procurement 

menuntut kompetensi SDM 

6. Penerapan manajemen perubahan  

7. Dukungan manajemen terhadap 

pengembangan kinerja SDM PBJ 

8. Desain kontrak berpengaruh 

terhadap kinerja SDM PBJ 

9. Proses pengadaan secara 

elektronik semakin berkembang 

 

Strategi S-O 

1. Menyusun program-program 

pelatihan berbasis kompetensi 

secara online (blockchain, Green 

Procurement, manajemen 

kontrak, dll 

2. Menyusun aturan tentang 

pengembangan dan karir bidang 

PBJ 

3. Sosialisasi dan Publikasi paket 

pelatihan & Sertifikasi 

kompetensi terkait PBJ ke 

perusahaan 

 

 

Strategi W-O 

1. Menyusun Rencana Pengembangan 

SDM  PBJ  

2. Menyusun Standar Kompetensi Kerja 

bidang PBJ secara umum 

3. Meningkatkan penerapan dan 

pengawasan Kebijakan dan Prosedur 

PBJ 

4. Menyusun jenjang karir bidang PBJ 

yang jelas, untuk meningkatkan 

motivasi SDM dan meningkatkan 

dukungan manajemen 

5. Meningkatkan koordinasi&kerjasama 

antar instansi dalam pengembangan 

SDM PBJ 

6. Memperkuat peran Asosiasi Profesi 

PBJ 

Tantangan (T) 

1. Adanya intervensi stake-holder 

terhadap kinerja SDM, 

2. Ketidakstabilan politik&ekonomi   

3. Perubahan Regulasi &Kebijakan  

4. Terbatas akses infrastruktur dan 

perubahan teknologi  

5. Persaingan global dalam PBJ 

6. Kurangnya  kualifikasi dan 

keterampilan SDM  

7. Keterbatasan Akses terhadap 

Pendidikan dan Pelatihan  

8. Tingkat korupsi & nepotisme  

 

Strategi S-T 

1. Menyusun aturan/regulasi yang 

tegas tentang pengembangan 

SDM PBJ 

2. Menyiapkan dukungan 

infrastruktur & IT yang dapat 

mendukung proses PBJ secara 

umum 

3. Fasilitasi program-program 

pelatihan PBJ oleh Asosiasi 

Profesi PBJ 

4. Promosi anti KKN dalam PBJ 

Strategi W-T 

1. Menyusun program-program pelatihan 

pengembangan SDM  

2. Menyusun aturan/regulasi tentang 

pengembangan & karir bidang PBJ 

 

3.4. Strategi Prioritas dengan Matriks QSPM 

Hasil alternatif strategi dari analisis SWOT dianalisis dengan menggunakan matriks QSPM 

untuk melihat alternatif strategi yang diprioritaskan sebagaimana terlihat pada  Tabel 6. 
Tabel 6. Tabel QSPM 

Peringkat Alternatif Strategi Bobot AS 
TAS 

(Bobot* AS) 

1 Menyusun aturan/regulasi yang tegas tentang 

pengembangan SDM PBJ 0,1274 4 0,5096 

2 Menyusun Standar Kompetensi Kerja bidang PBJ 

secara umum 0,1018 4 0,4072 

3 Promosi anti KKN dalam PBJ 0,1134 3 0,3402 

4 Fasilitasi program-program pelatihan PBJ oleh 

Asosiasi Profesi PBJ 0,0829 4 0,3316 

5 Meningkatkan penerapan dan pengawasan Kebijakan 

dan Prosedur PBJ 0,0761 4 0,3044 

6 Memperkuat peran Asosiasi Profesi PBJ 0,0748 4 0,2992 

7 Meningkatkan koordinasi&kerjasama antar instansi 

dalam pengembangan SDM PBJ 0,0864 3 0,2592 

8 Menyusun Rencana Pengembangan SDM  PBJ  0,0851 3 0,2553 

9 Menyusun jenjang karir bidang PBJ yang jelas, 

untuk meningkatkan motivasi SDM dan 

meningkatkan dukungan manajemen 0,0822 3 0,2466 
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10 Menyusun program-program pelatihan berbasis 

konpetensi secara online (blockchain, Green 

Procurement, manajemen kontrak, 0,0606 4 0,2424 

11 Menyiapkan dukungan infrastruktur & IT yang dapat 

mendukung proses PBJ secara umum 0,0784 3 0,2352 

12 Sosialisasi dan Publikasi paket pelatihan & 

Sertifikasi kompetensi terkait PBJ ke perusahaan 0,0309 4 0,1236 

 

3.5.  Implikasi Manajerial dengan Metode Blue Ocean 

Setelah diperoleh alternatif strategi, selanjutnya adalah mengambil keputusan manajerial 

terkait program kerja yang akan dilakukan dengan menggunakan metode strategi blue ocean, yaitu: 

1) Hapuskan  

a. Menghapus Praktek KKN melalui peningkatan pengawasan proses pengadaan dan 

penerapan aturan yang tegas dalam proses pengadaan. 

b. Menghapus proses kerja yang menimbulkan pemborosan dan tidak menghasilkan nilai 

tambah, 

2) Kurangi  

Mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan produk/barang impor.  

3) Tingkatkan  

a. Meningkatkan promosi anti KKN dalam PBJ 

b. Meningkatkan fasilitasi program-program pelatihan PBJ oleh Asosiasi Profesi PBJ 

c. Meningkatkan penerapan dan pengawasan kebijakan dan prosedur PBJ 

d. Meningkatkan peran Asosiasi Profesi PBJ dalam peningkatan kompetensi SDM. 

e. Meningkatkan koordinasi&kerjasama antar instansi dalam pengembangan SDM PBJ. 

f. Meningkatkan penyiapan dukungan infrastruktur dan  IT yang mendukung proses PBJ 

g. Meningkatkan sosialisasi dan publikasi paket pelatihan dan sertifikasi kompetensi terkait 

PBJ ke perusahaan-perusahaan khususnya industri. 

4) Ciptakan  

a. Menyusun aturan/regulasi yang tegas tentang pengembangan SDM PBJ. 

b. Menyusun Standar Kompetensi Kerja bidang PBJ secara umum. 

c. Menyusun Rencana Pengembangan SDM  PBJ. 

d. Menyusun jenjang karir bidang PBJ yang jelas, untuk meningkatkan motivasi SDM dan 

meningkatkan dukungan manajemen. 

e. Menyusun program-program pelatihan berbasis kompetensi secara online maupun offline 

(blockchain, Green Procurement, manajemen kontrak, dll). 

Untuk merealisasikan program kerja dipetakan ke dalam 4 tahun/periode dengan fokus 

pengembangan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.  

 
Tabel 7.  Periode realisasi program kerja 

Aspek  Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV 

Aturan/Kebijakan 

Pengembangan 

SDM 

Menyusun Rencana 

(Roadmap) Pengem- 

bangan SDM  PBJ. 

Sosialisasi kebijakan 

pengembangan SDM 

& Penerapan kebijakan 

Penerapan 

kebijakan dan 

pengawasan 

Penerapan 

kebijakan dan 

pengawasan 

Standar 

Kompetensi SDM 

PBJ 

Kaji Ulang & 

penetapan SKKNI 

Bidang PBJ 

• Kaji ulang peta okupasi 

& penetapan peta 

okupasi 

• Penyusunan jenjang 

karir bidang PBJ 

• Mendorong 

pembentukan LSP-LSP 

bidang PBJ 

 

• Sosialisasi Sertifikasi 

Kompetensi ke 

perusahaan 

• Pelaksanaan 

sertifikasi profesi 

• Pelaksanaan 

sertifikasi profesi 

• Mengembangkan 

skema-skema 

sertifikasi sesuai 

dengan peta okupasi 

bidang PBJ 

 

Program Pelatihan Menyusun Program & 

kurikulum pelatihan 

berbasis kompetensi 

• Menyusun modul 

pelatihan berbasis 

kompetensi 

• Mengembangkan 

media pembelajaran 

• Pelaksanaan 

Pelatihan,  

• Pengawasan & 

Evaluasi pelatihan 

• Pelaksanaan 

Pelatihan,  

• Pengawasan & 

Evaluasi pelatiihan 

• Pengembangan 
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• Pelaksanaan Pelatihan 

 

program pelatihan 

Fasilitas Pelatihan Mengidentifikasi 

kebutuhan sarana & 

prasarana yang 

mendukung 

pengembangan SDM 

PBJ 

Memfasilitasi sarana, 

prasarana, infrastruktur, 

media pembelajaran dan 

teknologi infrastruktur 

pendukung program 

pelatihan SDM PBJ 

Memfasilitasi sarana, 

prasarana, 

infrastruktur, media 

pembelajaran dan 

teknologi 

infrastruktur 

pendukung program 

pelatihan SDM PBJ 

 

Memfasilitasi sarana, 

prasarana, 

infrastruktur, media 

pembelajaran dan 

teknologi 

infrastruktur 

pendukung program 

pelatihan SDM PBJ 

Asosiasi Profesi Meningkatkan 

eksistensi Asosiasi 

profesi PBJ, tidak 

hanya di pemerintahan 

namun juga ke swasta 

(perusahaan industry) 

Meningkatkan peran 

Asosiasi dalam menjalin 

Kerjasama antar 

Lembaga pelatihan , 

Lembaga Sertifikasi 

Profesi &  perusahaan 

Ikut mempromosikan 

program2 pelatihan 

Meningkatkan peran 

Asosiasi dalam 

menjalin Kerjasama 

antar Lembaga 

pelatihan , Lembaga 

Sertifikasi Profesi &  

perusahaan 

Ikut mempromosikan 

program2 pelatihan 

 

Meningkatkan peran 

Asosiasi dalam 

menjalin Kerjasama 

antar Lembaga 

pelatihan , Lembaga 

Sertifikasi Profesi &  

perusahaan 

Ikut mempromosikan 

program2 pelatihan 

Sosialisasi & 

Promosi Pelatihan 
• Menjalin Kerjasama 

berbagai Lembaga 

Pelatihan PBJ 

• Melakukan promosi 

pelatihan ke 

perusahaan-

perusahaan 

Melakukan promosi 

pelatihan ke perusahaan-

perusahaan (khususnya 

industri) agar dapat 

meningkatkan dukungan 

manajemen terhadap 

peningkatan pengemba-

ngan SDM PBJ 

Melakukan promosi 

pelatihan ke 

perusahaan agar dapat 

meningkatkan 

dukungan manajemen 

terhadap peningkatan 

pengembangan SDM 

PBJ 

 

Melakukan promosi 

pelatihan ke 

perusahaan agar dapat 

meningkatkan 

dukungan manajemen 

terhadap peningkatan 

pengembangan SDM 

PBJ 

Gerakan Anti KKN • Menyusun program 

pelatihan anti KKN 

• Menyebarkan di 

media anti KKN 

• Promosi Anti KKN di 

berbagai media  

• Pengawasan dan 

Penindakan tegas KKN 

di bidang PBJ 

• Promosi Anti KKN 

di berbagai media  

• Pengawasan dan 

Penindakan tegas 

KKN di bidang PBJ 

• Promosi Anti KKN 

di berbagai media  

• Pengawasan dan 

Penindakan tegas 

KKN di bidang PBJ 

 

Periode realisasi program kerja dapat dilihat bahwa fokus tahun pertama adalah  pada 

penyusunan rencana, aturan/kebijakan dan program/roadmap pengembangan SDM PBJ, penguatan 

kerjasama, kaji ulang standar kompetensi kerja bidang PBJ, dan penyusunan  program pelatihan 

berbasis kompetensi serta penguatan eksistensi Asosiasi Profesi Bidang PBJ tidak hanya pada 

pemerintahan namun juga ke sektor swasta; tahun kedua pada pelaksanaan pelatihan berbasis 

kompetensi dan memperkuat infrastruktur pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi profesi, meningkatan 

sosialisasi dan promosi program pelatihan ke perusahaan swasta (khususnya industri), melakukan 

penguatan sarana, prasarana, fasilitas, dan teknologi; fokus tahun ketiga yaitu melanjutkan apa yang 

telah dilaksanakan pada tahun kedua, diikuti dengan program monitoring/pengawasan, evaluasi dan 

pengembangan program penguatan SDM; dan tahun keempat fokus pada monitoring, evaluasi dan 

pengembangan program pelatihan.  Sementara penguatan eksistensi Asosiasi Profesi PBJ perlu terus 

ditingkatkan dari tahun ke tahun, melalui berbagai program sosialisasi ke berbagai Lembaga 

Pelatihan terkait dan Asosiasi Industri terkait, pelaksanaan webinar untuk umum, dan meningkatkan 

publikasi dan promosi kegiatan-kegiatan asosiasi di berbagai Media Sosial. Terkait dengan program 

peningkatan integritas SDM PBJ melalui promosi Anti Korupsi juga perlu terus ditingkatkan setiap 

waktu berikut dengan pengawasan dan penegakan aturan pada pengadaan barang jasa tidak hanya di 

sektor pemerintah, juga di sektor swasta. 

 

4. KESIMPULAN 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualifikasi dan kompetensi tenaga  PBJ terdiri dari 

faktor internal dan eksternal.  Faktor internal meliputi perencanaan pengembangan SDM, 

pengawasan dan penerapan hukum, praktek KKN pada PBJ,  jumlah SDM PBJ, koordinasi dan 

kerjasama antar instansi, ketersediaan teknologi, sikap mental dan kompetensi SDM PBJ, standar 

kompetensi kerja SDM PBJ, motivasi dan kepuasan kerja, struktur birokrasi, jenjang karir SDM PBJ, 



                

Jurnal Pengadaan Indonesia, Vol. 3, No. 2, Oktober 2024:  57 - 68 

66 

keterlibatan dan dukungan manajemen, kebijakan dan prosedur pengadaan barang jasa, serta 

kepemimpinan. Sedangkan faktor eksternal meliputi adanya teknologi blockchain untuk 

meningkatkan kinerja SDM, terbukanya akses publik terhadap informasi, adanya tuntutan praktek 

green procurement, tersedianya hukum peraturan tentang kinerja SDM PBJ, penerapan manajemen 

perubahan, dukungan manajemen terhadap pengembangan kinerja SDM PBJ, proses pengadaan dan 

desain kontrak secara elektronik. Selain itu beberapa faktor eksternal lainnya meliputi 

ketidakstabilan politik dan ekonomi, perubahan regulasi dan kebijakan, terbatas akses infrastruktur 

dan perubahan teknologi, persaingan global dalam PBJ, juga keterbatasan akses terhadap Pendidikan 

dan Pelatihan. Dari hasil pengolahan data dan analisis diperoleh strategi pengembangan SDM PBJ 

meliputi penyusunan rencana, aturan/kebijakan dan program/roadmap pengembangan SDM PBJ, 

penguatan kerjasama stakeholder terkait dalam pengembangan SDM, kaji ulang standar kompetensi 

kerja bidang PBJ, penyusunan  dan pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi, 

meningkatan sosialisasi dan promosi program pelatihan ke perusahaan swasta (khususnya industri), 

memperkuat infrastruktur pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi profesi, serta penguatan eksistensi 

Asosiasi Profesi Bidang PBJ, juga program monitoring/pengawasan, evaluasi dan pengembangan 

program penguatan SDM PBJ. 

. 
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